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PUTUSAN
Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr

A o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di KOMPLEK SUDIRMAN
RESIDENCE NO. 3 RT. 008 RW. 021, Kel. Tangkerang Tengah,
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberi
kuasa hukum kepada HENDRA FIRDAUS SH, RONAL REGEN
SH, Advokat pada Kantor THR LAW FIRM beralamat: Parit
Indah (Simpang Jalan Kesadaran) RT. 003 / RW. 010
Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:
088/SK/THR/XII/2021 tertanggal 24 Desember 2021, sebagai
Penggugat;

melawan

XXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
WIRASWASTA, tempat tinggal di KOMPLEK SUDIRMAN
RESIDENCE NO. 3 RT. 008 RW. 021, Kel. Tangkerang Tengah,

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24

Desember 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor
5/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 24 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai
berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi
Sumatra Barat, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :
195/18/V/2001 tertanggal 07 Mei 2001,

2. Bahwa sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai Gadis dan
sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik
talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta
Nikah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang
beralamat di batam selama lebih kurang lima tahun setelah itu Penggugat
dan Tergugat pindah tempat tinggal rumah kediaman bersama di rumah
orang tua Penggugat yang beralamat di Padang selama lebih kurang tiga
tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek
Sudirman Residence seperti alamat Penggugat dan Tergugat diatas;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah
dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:

5.1. XXXXXXX perempuan umur 19 tahun;
5.2. XXXXXXX HIROSHI laki-laki umur 16 tahun;
5.3. XXXXXXX perempuan umur 14 tahun;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2011 antara Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga
tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam
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rumah tangga bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan

Tergugat pada intinya disebabkan oleh;

- Penggugat dan Tergugat orangnya sama-sama keras kepala, egois
serta ingin menang sendiri;

- Penggugat dan Tergugat slalu berbeda pandangan atau berbeda
pendapat dalam hal apapun;

- Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor yang tidak sepantasnya
diucapkan kepada Penggugat setiap terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat / melakukan KDRT
kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi semenjak bulan September 2021 terjadi pertengkaran
besar antara Penggugat dengan Tergugat semenjak kejadian tersebut
Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat
yang telah menyakiti Penggugat lahir dan bathin semenjak itu pula antara
Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak
lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri meskipun
Penggugat dan Tergugat masih serumah dan saat ini Penggugat telah
memiliki laki-laki idaman lain;

8. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering
dinasehati dan dimediasikan oleh kedua pihak keluarga Penggugat dan
Tergugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan
datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Pengugat untuk
terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
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Agama Pekanbaru Cqg. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat
(XXXXXXXX);

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada
Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat
agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan
Tergugat untuk menempu upaya perdamaian melalui mediasi, namun sesuai
laporan Mediator (Drs. H. Syarifuddin, SH.,MH.) tanggal 17 Januari 2022,
ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersssebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di
persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat
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Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor : 195/18/V/2001 yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatra Barat, tertanggal 07 Mei
2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi
1. XXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Villa Pesona Asri Blok

A 13/3A RW.10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 di
Padang;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2011 rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di
Komplek Sudirman Residence, Pekanbaru;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal bersama
tetapi tidak satu kamar, ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat
dan Tergugat pada bulan Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat
tidur di kamar yang berbeda;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena
Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan
Tergugat tidak memberi nafkah batin terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari

cerita Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dahulu didamaikan oleh ibu
Penggugat, namun setahu saksi akhir-akhir ini Penggugat dan
Tergugat belum pernah didamaikan;

2. XXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JI. Puhun Pintu Kubu Gang
Kemuning No. 23 RT.002 RW.004 Kel. Puhun Kec. Mandiangin, Kota
Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 di
Padang;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2011 rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
danpertengkaran;

- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di
Komplek Sudirman Residence, Pekanbaru;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal bersama
tetapi tidak satu kamar;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena
Tergugat keras kepala dan Tergugat melakukan KDRT terhadap
Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar
karena saksi melihat sendri ketika Penggugat dan Tergugat
bertengkar tahun 2017 sedangkan pertengkaran akhir-akhir ini saksi
mengetahuinya dari cerita Penggugat;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, dan pihak keluarga
tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Terguga;
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Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi
dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak
pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian
adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah
dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di
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persidangan, pada hal telah diberi waktu untuk memberikan jawaban sehingga
tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2001, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung
kaidah hukum bahwa pendengaran saudara kandung sebagai saksi dalam
persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang
paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran.
Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh
Penggugat adalah saudar kandungnya, maka Majelis Hakim dapat
menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya
yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita
angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita
angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan
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dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat
tersebut, maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah
memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta
saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya
yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan
Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti P serta
Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri sejak
tanggal 05 Mei 2001;

2. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat keras kepala
dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

3. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah pada bulan
September 2021, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
ranjang dan sampai saat ini kurang lebih 3 bulan;

4. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras
ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah
menikah sejak tanggal 05 Mei 2001;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat keras kepala dan Tergugat
melakukan KDRT terhadap Penggugat;
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3. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan sampai saat ini kurang
lebih 3 bulan;

4. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa
point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya
Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun
karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan
menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya
sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan vyaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri
tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,
pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat
telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa
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rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah
(broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang penyebabkan perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini
Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 38
K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa
tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya
perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah
telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya
hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah
tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukan ketentuan Hukum
Islam di dalam Kitab At-Tolak Fi Syari‘atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40

yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai

P N TSN N

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat
untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan
akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang
mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-
hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengetengahkan dalil/hujah
syar’iyyah dari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian
memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan

talak satu;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan
rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu
pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka
hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut
dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat
ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaqg, Juz 1,
halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri,

yang berbunyi sebagai berikut:

x pls gzl sl Colniai g WAl pllai pMuwYl Ll 28
Too HE po by Tloill ddaJl quai cuzs tlo Yo wlai lgd eai
olls 1329 u50)l Gzmdl iz gl axl e oS Ol olizo Ll oiw) Y
_allasll zg, oLl
Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh
(hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini

adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan
demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah
memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis
Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam

surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam
surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian
pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2
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huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat
adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang
timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya
seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh
petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima, maka
atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’'in sughra Tergugat (XXXXXXX) kepada
Penggugat (XXXXXXX);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022.
Masehi bertepatan dengan 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Abd. Rahman, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Asfawi M.H. dan H. Gusnahari, S.H., MH, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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Drs. Asfawi M.H Drs. Abd. Rahman, M.H.

H. Gusnahari, S.H., MH,
Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp500.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai :  Rp 10.000,00

JUMLAH :  Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)
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